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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat
manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai
dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.' Tatkala kondisi rumah tangga
yang rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan penting sebagai pelengkap
kebahagian. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak lagi stabil,
maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar.
Hukum perkawinan merupakan salah satu bidang perdata di Indonesia yang sudah ada
unifikasinya, yaitu yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 Tentang perkawinan yang memberikan rinsip-prinsip dan landasan hukum
yang menjadi pegangan bangsa Indonesia.” Berbagai konsekuensi hukum sebenarnya
sudah diatur antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama
perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta
konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).*

Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang
karena [dapat mémenuhi Kebutuhan hidilp mumah tangg-a. Harta bersama metupakan

salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Harta bersama

" Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2006), him. 1.

* Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Hukum Adat”. Skripsi (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, t.t.), hlm.
201.

> Amelia Rahmaniah, “Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif
Hukum Islam)”. Jurnal Hukum, Vol. 15, No 1 (th 2015), hlm. 69.

* Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan
Meurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”’. Jurnal Wawasan Hukum, Vol 28, No 1 (Th.
2013), him.651.



muncul dari sebuah perkawinan yang didalamnya terjalin hak dan kewajiban antara
suami istri secara timbal balik. Keberadaan harta bersama dalam rumah tangga
merupakan wujud adanya partisipasi aktif antara suami dan istri dalam membangun
ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi yang mapan dalam sebuah rumah tangga
adalah salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia
dan kekal.’

Perbincangan seputar masalah harta gono gini masih dirasa tabu dimata
masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini.
Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono gini
setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses
pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga
kondisi ini semakain memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-
masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.® Pada
dasarnya menurut hukum Islam harta suami istri itu terpisah, jadi masing-masing
mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan
sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak
sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum
terjadinya fperkawinan ataupunl harta }-/ang diperolch -masing—masing pihak®dalam
masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalny.a menerima
warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Sekarang yang menjadi maslah adalah

status dari harta pencaharian itu, apakah ini bisa dianggap sebagai harta bersama dari

° Uswatun Hasanah dan Chitra Latiffani, “Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut
Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Of Science and Social Research, (Sekolah Tinggi Manajemen
Informasidan Komputer Royal, th 2018), him. 1.

S Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan
Meurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”...,hIm.651.



suami istri, ataukah istri hanya berhak atas harta yang telah diberikan oleh suami
kepadanya seprti nafkah, perhiasan dan barang-barang lainya yang dengan jelas
diberikan kepadanya.

Secara umum hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum
Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri apa
yang dihasilkan suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa
yang dihasilkan istri adalah harta miliknya.” Seperti dijelaskan dalam Q.S an-Nisa

ayat 32 :

S G L sl 15581 s Lol JN ais B 10 a4 41 b 16 135455 v
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para
wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.’

Al-Quran maupun Hadits Nabi tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta
yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami
sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh

selama dalam hubungan perkawinan itu menjadi milik bersama, sehingga masalah ini

w O L] [ =" N . W e e

merupakag. masalah | yang="perlu ditentukan dengan, caral ijtihad |yaity [dengan

all B Pt B i [ [ [ B e s S

penggunaan akal pikiran manusia, dengan sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai

7 Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Hukum Adat”..., hlm. 204.

¥ Q.S an-Nisa (4): 32:

° Departemen Agama R, 4/-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1971),
him. 83



dan bersumber dengan jiwa ajaran Islam.'® Zahri Hamid memandang bahwa hukum
Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang
bersangkutan tidak menetukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan).
Hukum Islam juga memberi kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat
perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian
tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan Islam yang
memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana
yang termasuk harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami dan mana
harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh
secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta gono-gini yang diperoleh
secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan
berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian.'’
Harta gono gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh
pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono gini dapat
dikatagorikan sebagai Syirkah Muafawadhah atau juga Syirkah Abdan. Syirkah
Muafawadhah adalah sebuah bentuk perkongsian dua pihak yang melakukan
kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan Syirkah Abdan
adalah [sebuah petkongsidn<dua pihak -atau lebih yang- masing=masing anggotanya
hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal. J ik.a harta gono
gini diqiyaskan dengan Syirkah sangatlah masuk akal karena sama-sama

mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama suami

' Adang Djumhur, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 213-
214.

" Zulfikar Mokodompit, “Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono Gini dihubungkan
dengan Hukum Islam”. Lex Administratum, Vol 111, No. 6 (Th. 2015), hlm. 169.



istri. Hanya saja dalam konsep Syirkah pada umumnya bersifat bisnis atau kerjasama
dalam kegiatan usaha, sedangkan Syirkah gono gini sifatnya hanya kerjasama dalam
membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meskipun juga
meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Penggiyasan antara
gono gini dengan Syirkah dapat pula dipahami bahwa persatuan atau percampuran
harta kekayaan suami dan istri sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya
usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya apabila terjadi pemutusan hubungan
diantara mereka, maka persatuan harta kekayaan (gono gini) itu harus dibagi dua.'?
[stilah gono gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini”,
yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga
sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sebenarnya istilah hukum yang digunakan
secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik
dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama. Istilah gono
gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa
konvensional.”” Berbicara mengenai hukum Islam khususnya mengenai harta
bersama nidka Secaral yuridis*formal tidak bisa dilepask-an Ketcrkaitan [pya mgngenai
Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtithad yang mengandul;g peraturan-
peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran

hukum umat Islam di Indonesia. Tetapi kompilasi Hukum Islam bukan mazhab baru

"2 Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Hukum Adat”..., hlm. 205.

> Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan
Meurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”..., him. 651.



dalam fiqih Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab
figih yang ada serta dilengkapi dengan istitusi lain seperti fatwa ulama sebagai
respon terhadap masalah yang muncul.'*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Bab
XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampai dengan pasal
97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama
dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami istri. Mengenai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian
harta bersama ada filosofinya yaitu bahwa suami mencari nafkah merupakan
kewajibannya sebagai kepala keluarga dan istri mengurus rumah tangga juga
merupakan kewajibannya, sehingga pekerjaan istri tersebut dihitung juga sebagai
kontribusi. Hal ini berbeda apabila istri yang mencari nafkah, karena pada dasarnya
penghasilan istri hanya sekadar membantu saja bukan sebagai tulang punggung
keluarga. Apabila dalam rumah tangga itu istri yang mencari nafkah sedangkan
suami memberikan kontribusi yang kurang maka sudah seyogianya porsi istri dalam
harta bersama lebih besar dari suami. Begitu juga apabila suami sudah membanting

tulang untuk mencari nafkah sedangkan istri tidak mengurus rumah tangga dengan

izl |-i I-I'.- I-I .-"h. Il'l--'_III-II ' [ l:l E| r -

benar bahkhn berbuat serong atdu nusyyzg maka sudah Semestm,ya Baglan suami
-—Ild'l T 7 & [ a et e 5 e wlh |..-.'. _-' R
dalam harta bersama lebih besar dar1 istri.
Apabila hakim tetap menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

tentang pembagian harta bersama di mana para pihak mendapatkan porsi yang sama

banyak, sedangkan hanya salah satu pihak yang berjuang mati-matian dalam

' Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Hukum Adat”..., hlm. 205.



mengumpulkan harta bersama tetapi pihak lain tetap mendapatkan hak yang sama
dengan pihak yang mempunyai kontribusi lebih, maka putusan tersebut jauh dari
nilai keadilan. Hakim dapat menjadikan nilai-nilai moral dalam masyarakat menjadi
rujukan justifkasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang hukumnya tidak
lengkap. Karena putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat menimbulkan
rasa keadilan dimasyarakat dengan mengingat hukum adalah nilai-nilai yang hidup
dimasyarakat. Ketika terjadi putusnya ikatan perkawinan karena perceraian di antara
mereka, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Hal ini
disebabkan masih adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya di
Indonesia mengenai cara menyelesaikan masalah harta bersama.

Permasalahan tersebut sebagaimana dalam contoh kasus pada Putusan Nomor
618/ PDT.G/2012/PA.BKT terjadi ketimpangan kontribusi antara suami istri selama
perkawinan, di mana si istri yang aktif bekerja. Istri sebagai PNS, dia yang
memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminjam bank untuk membeli tanah, menjual
emasnya, bahkan membeli toko untuk suaminya. Dalam perolehan harta bersama
tersebut sangat terlihat kecilnya kontribusi penggugat (suami) bahkan terlihat sekali
sikap acuh tak acuh suami. Perolehan harta bersama berupa tanah, tergugat (istri)
~JATN-PURWOKERTO -
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak
menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal
undang undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan
perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut dibolehkan sebagai

dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yaitu:



”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: ”Peradilan
dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Putusan hakim
yang tepat dan adil dalam pembagian harta bersama adalah putusan yang memutus
perkara pembagian harta bersama berdasarkan jasa-jasa maupun kontribusi para
pihak selama perkawinan. Putusan majelis hakim yang melakukan contra legem
(pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim yang
dikontruksi melalui penemuan hukum dan didapat dari fakta persidangan) dengan
memberikan bagian lebih banyak kepada istri 2/3 dan 1/3 kepada suami.'’

Lain halnya dengan contoh putusan perkara No 412 K/AG/2004, Mahkamah
Agung telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Di
mana istri dan suami masing-masing mendapatkan 2 (setengah) bagian dari harta
bersama. Hal ini dapat dilihat dari perolehan harta bersama selama mereka menjalani
kehidupan perkawinan. Pembagian ini dianggap adil, dikarenakan suami-istri
tersebut tidak memiliki keturunan dan keduanya memiliki andil dalam menjalani
kehidupan rumah tangga. Dimana suami mencari nafkah dan istri mengurusi rumah

izl i L. B =1 - oo B R kN [ B [ L R

tangga Schagaimanamestinya. - N

Yang dianggap sebagai harta bersama berupa benda milik suami istri yang

mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada

'S M. Beni Kurniawan, “Pengertian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami
Istri Dalam Perkawinan”. Jurnal Yudisial, Vol. 11, (th 2018), hlm. 47-49.

' Putri Maya Sari, “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No.
412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah,
2018), him. 49.



aturan yang mengatur.'’ Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan
menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap
harta bersama baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
pihak. Sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri berhak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan nya.'®

Lain halnya dengan KUHPerdata dalam memandang harta bersama, Seperti
yang dicantumkan dalam KUHPer Pasal 119 disebutkan bahwa sejak saat
dilangsukannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama
menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketntuan-
ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan
berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan atara suami
istri.”?
Konsep harta bersama dalam KUHPerdata adalah percampuran secara mutlak
keseluruhan harta suami dan istri tanpa terkecuali dalam hal ini termasuk harta
bawaan yang dipunyai, dan harta yang tidak termasuk adalah harta yang di
perjanjikan,“melihat konsgp*harta bersélma dalam KIUHPetdata maka harta jpribadi

dan harta bawaan secara otomatis menjadi harta bersama, tidak ada pengakuan

"7 Adang Djumhur, Hukum Perkawinan Islam Indonesia...,hlm. 221-222.

""Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Isalami (Bandung: Mandar Maju,
1997), him. 33.

' Tim Visi Yustisia, KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum PerdataPasal 122 Kitab
undang-undang Hukum Perdata) dan KUHAP (Jakarta: Jagakarsa, 2015), hlm. 58
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terhadap harta bawaan masing-masing pihak, sebagai akibat dari adanya
perkawinan.”’

Melihat perbedaan sudut pandang mengenai harta bersama Perspektif Hukum
Perdata Barat dan Hukum Islam, dapat diprediksikan bahwa ketentuan hukum yang
diterapkan pun berbeda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan
skripsi dengan judul “Studi Komparatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Perdata Islam Harta Bersama Dalam Perkawinan”.

. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini,
maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul,
sebagai berikut:

1. Studi Komparatif

Studi komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui
dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi
adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek
penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan
sebab akibatnya. Komparasi artinya perbandingan. Berkenaan atau berdasarkan
perbandingan, | ‘pandangan pendapa-lt (sesudah me-nyelidiki, mempelajari dan
sebagainya).”! Jadi studi komparasi adalah menelaah atau melllgkaji suatu

peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkannya.

* Muhamad Luthfi, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta
Bersama Pasca Perceraian Perrspektif Hukum Progresif Satjipto Rahadjo”, Skripsi (Malang: Magister
Pascasarjana, th 2018), hlm. 38-39.

= Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), him. 965.
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2. Hukum Perdata Barat (BW)
KUHPerdata adalah kodifikasi hukum perdata Belanda, yang isi dan
bentuknya sebgian besar serupa dengan code civi Prancis.
Hukum perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara
warga negara perseorangan dengan warga negara perseorangan yang lain.*?
3. Harta Bersama
Harta bersama adalah Harta yang didapat atau diperoleh selama
perkawinan.”’ Harta bersama adalah harta dari usaha bersama yang diperoleh
setelah perkawinan berlangsung sampai putusnya perkawinan, baik karena
perceraian atau karena kematian.

Jadi yang dimaksud dengan Studi Komparatif antara Hukum Perdata Barat dan
Hukum Islam Tentang Harta Bersama adalah membandingkan pengelolaan harta
bersama dalam hukum perdata barat dan hukum Islam untuk mengetahui persamaan
dan perbedaan antara keduanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Fketentuant=*harta ber-sama dalam p-erkawinan perspektif Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana ketentuan harta bersama dalam perkawinan perspektif Perdata Islam?

22 Frie Hariyanto, Burgelijk Wetboek (Menurut Sejarah Hukum Pemberlakuanya di Indonesia).

Jurnal, Vol. IV No. 1, (th. 2009), hlm. 142.
» Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011),
hlm. 219.
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Bagaimana komparasi tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan

perspektif Kitab Undan-Undang Hukum Perdata dan Perdata Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan

ketentuan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia dan

hukum Islam. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui ketentuan harta bersama dalam perkawinan perspektif Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata?
Untuk mengetahui ketentuan harta bersama dalam perkawinan perspektif Perdata
I[slam?
Untuk mengetahui komparasi tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan
perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perdata Islam.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini adalah:
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharap dapat memperkaya wawasan penulis
sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya
tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan studi komparasi antara
hukum Perdata Barat dan hukum Islam
Menambah bahan pustaka bagi IAII-\I Purwokerto b-erupa hasispenglitian ftentang
ketentuan harta bersama studi komparasi antara hukum positif In.donesia dan

hukum Islam

. Dapat memperkaya wacana kajian isu kontemporer dan hukumnya baik dalam

hukum positif Indonesia maupun hukum Islam tentang ketentuan harta bersama

dalam perkawinan.
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E. Kajian Pustaka

Dalam skripsi berjudul “Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama Menurut
KUHPerdata dan kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Sabur Faletehan
membahas tentang sita jaminan terhadap harta bersama dalam rumah tangga.
Sedangkan peneliti akan membahas harta bersama perspektif hukum perdata barat
dan hukum Islam. Sama-sama membahas harta bersama, namun peneliti tidak
membahas mengenai sita jaminan harta bersama.

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Susanti dengan judul “Pembagian Harta Bersama
Akibat Perceraian Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan
Kompilasi Hukum Islam” membahas harta bersama ketika terjadi percerain,
sedangkan penulis akan membahas harta bersama dalam perkawinan, dan
membandingkannya antara hukum perdata barat dan hukum Islam.

Dalam skripsi berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi
[stri yang Bekerja (studi analisi putusan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor
1372/Pdt.G/2011/PaBa yang ditulis oleh Menuk Sukma Prabawati. Dalam skripsi ini
menjelaskan tentang perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri
yang lebih banyak bekerja di bandingkan suami. Sedangkan penulis akan membahas
harta bersama dalam pernikahan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Isnaeni Mukaromah berjudul .“Pembagian
Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas harta bersama dan harta bawaan
menggunakan analisis putusan Pengadilan Agama purwokerto dalam perkara

0878/Pdt.G./2016/PA .Pwt. sedangkan penulis tidak menggunakan analisis putusan,
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namun akan membandingkan harta bersama dengan hukum perdata barat dan hukum
Islam.

Dalam skripsi yang di tulis oleh Angga Budi Saputro yang berjudul “Analisis
Putusan Tentang Pembagian Harta Bresama (gono gini) akibat Perceraian (studi
kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015) di dalam skripsi ini melakukan
penelitian terhadap masalah harta bersama, cara menyelesaikan harta bersama akibat
perceraian di Pengadilan Agama Surkarta dan putusan atau pertimbangan sorang
hakim dalam menyelesaikan harta bersama akibat perceraian. Persamaanya adalah
sama-sama membahas mengenai harta bersama. Namun penulis tidak akan
membahas pembagian harta bersama setelah perceraian secara mendalam. Hanya

sedikit membahas masalah pembagian harta bersama akibat perceraian.

No Nama Judul Persamaan Perbedaan

1. | Sabur Sita  jaminan | Sama-sama | Penulis akan membahas

Faletehan terhadap harta | Membahas | harta bersama perspektif

bersama harta hukum  perdata  barat,
menurut bersama hukum Islam dan akan
KUHPer, dan membandingkanya,

Kompilasi i sedangkan ¥ skripsi Bmilik
Hukum Islam. Sabur lebih pada sita

jaminan terhadap harta

bersama

2. | Fitri Susanti | Pembagian Membahas | Skripsi milik Fitri Susanti

Harta Bersama | harta membahas pembagian harta




15

Hukum Islam di

rindenesiar o

| menggunakan .,

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
Akibat bersama bersama, sedangkan penulis
Perceraian akan  membahas  harta
Menurut bersama secara keseluruhan,
undang-undang mulai  dari  pengertian
Perkawinan hingga pengelolaan harta
Nomor 1 Tahun bersama
1974 Dan
Kompilasi
Hukum Islam.

3. | Isnaeni Pembagian Sama-sama | Dalam skripsi ini membahas

Mukaromah | Harta Bersama | membahas | harta bersama dan harta
dengan  Harta | harta bawaan menggunakan
Bawaan bersama analisis putusan Pengadilan
Perspektif Agama purwokerto dalam
Kompilasi perkara
0878/Pdt.G./2016/PA.Pwt.

sedangkan _ penulis,. tidak

wL.analisis
putusan, namun  akan
membandingkan harta
bersama dengan hukum

perdata barat dan hukum

Islam.
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Harta Bresama
(gono gini)
akibat
Perceraian
(studi kasus di
Pengadilan
Agama
Surakarta tahun

2015)

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
4. | Angga Budi | Analisis Sama-sama skripsi ini melakukan
Saputro Putusan membahas | penelitian terhadap masalah
Tentang harta harta bersama, cara
Pembagian bersama menyelesaikan harta

bersama akibat perceraian
di  Pengadilan  Agama
Surkarta dan putusan atau
pertimbangan sorang hakim
dalam menyelesaikan harta
bersama akibat perceraian.
Persamaanya adalah sama-
sama membahas mengenai
harta  bersama. Namun
penulis tidak akan
membahas pembagian harta
bersama setelah perceraian
secara’ mendalami Hanya
sedikit membahas masalah
pembagian harta bersama

akibat perceraian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti

dapat menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian, belum ada yang membahas
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studi komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perdata Islam
tentang harta bersama dalam pernikahan. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas
masalah tersebut.
F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) yaitu suatu
penelitian yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui
membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan ublikasi yang
tersedia di perpustakaan.**
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif
(normative legal research). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan
penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif
tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain mendekati
masalah, yakni tentang harta bersama segi hukum positif maupun hukum Islam.
3. SummbegDadta
Sumbrer ‘data yang'diperfukan dal;im penelitian‘mi‘adalakh:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yang dijadikan sumber yaitu Undang-Undang
Perkawinan KUHPerdata, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Figih Islam Wa

Adillahtuhu karya Wahbah az-Az-Zuhaili.

* Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), him.31.
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b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai
sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari kitab dan buku-buku yang
secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, antara
lain: Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam dalam bukunya Hukum
Perkawinan Indonesia, Adang Djumhur dalam bukunya Hukum Perkawinan
Islam Indonesia, Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati dalam bukunya

Hukum Perdata Islami. Dan sumber-sumber lainya.

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data, yang
mana dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan
melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data
dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian..*
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa ayat-ayat al-
Qur’an terkait Harta Bersama, Hukum Perkawinan Islam Indonesia karya Adang

Djumhury KHE | pasal=*835, Und-ang-Undang epublik Smdonesid {entang

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan sebagainya
5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian proposal proposal

skripsi ini adalah:

» Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009),
hlm.29.



19

a. Content Analysis

Content analysis yaitu teknik yang digunakan untuk menarik
kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan
secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil
atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab secara objektif,
sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul,
maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode
sebagai berikut: Pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis
data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
Kedua, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus,
dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.”® Metode ini
digunakan untuk menganalisis substansi pandangan hukum positif Indonesia
dan hukum Islam terkait harta bersama dalam pernikahan.

b. Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan
dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi
atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor
yang' 1ainf% | Dalame memban;lingkan faktov=faktor tewscbut, |diperlukan
beberapa langkah di antaranya: Pertama, mempelajari konsep-imnsep yang
diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya.”®

Kedua, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti,

*® Sujono dan Abdurrahman, Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta:
Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), him. 261.

* Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
2011), hlm. 10.
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mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri,
dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-
konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar
hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. Ketiga,
melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep
itu  untuk diperbandingkan. Dalam penelitian ini penulis akan
membandingkan pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait
harta bersama dalam pernikahan.
G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Penegasan
Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode
Penelitian serta Sistematika Pembahasan. Bab II berisi tentang harta bersama
perspektif hukum perdata barat disertai dengan pengelolaanya. Bab III tentang Harta
Bersama Perspektif Hukum Islam dan pembagian harta bersama dalam perkawinan
menurut figih. Bab IV berisi analisis komparatif tentang hukum Islam dan hukum

perdata barat tentang harta bersama. Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan

SN BN T W T, -'.I WYY L2l - |..-. k& X ™ =
yang mergpakan jawabar-dartl rimbsan imasalahfdan’satan _maupun reKomendasi
i e o ok vta i _ b Rk i s el ol B el W

hasil penelitian.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

KUHper pasal 119 disebutkan bahwa sejak saat dilangsukannya perkawinan,
maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh
tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah
dengan suatu persetujuan atara suami istri. Harta bersama menyeluruh yang
dimaksud pada pasal di atas yaitu semua harta suami istri baik yang diperoleh
sebelum atau sesudah perkawinan.

Dalam perdata Islam tidak mengenal adanya percampuran harta kekayaan
suami dan istri, perdata Islam mengakui adanya kepemilikan harta secara individu.
Hal ini dijelaskan dalan undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 2 yang berbunyi
harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-

masing sepanjang pata pihak tidak menentukan lain. |dalam K HI pasal 85 dijelaskan
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adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta
milik masing-masing suami istri. Jelas bahwa perdata Islam tidak mengakui adanya
persatuan harta secara mutlak, harta bawaan milik suami istri tetap dibawah

penguasaan masing-masing suami dan istri.

84
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Meskipun begitu baik dalam KUHPer maupun perdata Islam keduanya sama-
sama mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perkawinan, Dalam

fiqih persatuan harta suami istri di giyaskan dengan konsep syirkah.

B. Saran

I.

Untuk mencegah munculnya perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga
akibat pembagian harta bersama yang tidak tepat, maka sebaiknya harta yang
didapat dari usaha masing-masing yang menjadi harta bersama agar didaftarkan.
Masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan agar membuat perjanjian
mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi
perselisihan dalam pembagian harta.

Hakim dalam menentukan bagian harta bersama untuk suami istri, supaya
mengedepankan rasa keadilan, agar salah satunya tidak merasa terzalimi.
Masyarakat apabila ingin menyelesaikan perkara harta bersama suapaya

diselesaikan di Pengadilan, agar tidak menimbukan perselisihan.
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